
SALINAN 

 

 

 

 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  

NOMOR  11   TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GROBOGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan 

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 12  Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun Anggaran 2018; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



3 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2013 Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 12); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN 

dan 

BUPATI GROBOGAN, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 12 

TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Grobogan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 

2017) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut : 
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Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun Anggaran 2018 diubah, dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan  

1) Semula : Rp.  2.397.669.340.501,00 

2) Bertambah/(berkurang) : Rp.       65.139.365.478,00 

Jumlah Pendapatan 

setelah perubahan 

: Rp.  2.462.808.705.979,00 

b. Belanja 

1) Semula : Rp. 2.383.805.230.083,00 

2) Bertambah/(berkurang) : Rp.    149.694.976.282,00 

Jumlah Belanja setelah 

perubahan 

: Rp. 2.533.500.206.365,00 

Surplus (Defisit) setelah 

Perubahan 

: Rp.  ( 70.691.500.386,00 ) 

c. Pembiayaan 

1) Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula : Rp.     52.645.889.582,00 

b) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp.      84.555.610.804,00 

Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan setelah 

perubahan 

: Rp.    137.201.500.386,00 

2) Pengeluaran 

Pembiayaan 

  

a) Semula : Rp.      66.510.000.000,00 

b) Bertambah/   

(berkurang) 

: Rp.                    0,00           

Jumlah pengeluaran 

pembiayaan setelah 

Perubahan 

: Rp.      66.510.000.000,00                 

Jumlah Pembiayaan neto 

setelah perubahan 

: Rp.      70.691.500.386,00      

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran setelah 

Perubahan 

: Rp.                             0,00 
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a terdiri dari : 

 a. Pendapatan Asli Daerah 

  1) Semula : Rp.   303.906.238.991,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp.     12.200.667.052,00 

  Jumlah Pendapatan 

Asli Daerah setelah  

Perubahan 

: Rp.   316.106.906.043,00 

 b. Dana Perimbangan   

  1) Semula : Rp.1.533.066.413.742,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp       6.581.714.194,00 

  Jumlah Dana 

Perimbangan 

setelah Perubahan 

 :Rp.1.539.648.127.936,00 

 

 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

  1) Semula : Rp.   560.696.687.768,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      46.356.984.232,00 

  Jumlah lain-lain 

pendapatan daerah 

yang sah setelah 

Perubahan 

 :Rp.  607.053.672.000,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Pajak Daerah   

  1) Semula : Rp.     58.510.000.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp        8.660.000.000,00 

  Jumlah pajak 

daerah setelah 

Perubahan 

 

: Rp.     67.170.000.000,00 
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 b. Retribusi Daerah   

  1) Semula : Rp.     11.736.415.137,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp          234.653.885,00 

  Jumlah Retribusi 

Daerah setelah 

Perubahan 

: Rp.     11.971.069.022,00 

 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

  1) Semula : Rp.     15.147.500.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp        2.403.791.034,00 

  Jumlah hasil 

pengelolaan 

kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

setelah Perubahan 

: Rp.     17.551.291.034,00 

 

 d. Lain-lain pendapatan asli daerah 

  1) Semula : Rp.   218.512.323.854,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp          902.222.133,00  

  Jumlah lain-lain 

pendapatan asli 

daerah setelah 

Perubahan 

: Rp.   219.414.545.987,00 

 

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

 a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 

  1) Semula : Rp.     37.863.398.742,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp       6.581.247.194,00  

  Jumlah Dana bagi 

hasil setelah 

Perubahan 

: Rp.     44.444.645.936,00 

 

 b. Dana alokasi umum   

  1) Semula : Rp. 1.094.460.434.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                           0,00  
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  Jumlah dana 

alokasi umum 

setelah Perubahan 

 Rp. 1.094.460.434.000,00 

 c. Dana alokasi khusus 

  1) Semula : Rp.   400.742.581.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                  467.000,00  

  Jumlah dana 

alokasi khusus 

setelah Perubahan 

: Rp.   400.743.048.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan : 

 a. Pendapatan Hibah   

  1) Semula : Rp.   146.242.850.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp          435.000.000,00  

  Jumlah dana hibah 

setelah Perubahan 

: Rp.   146.677.850.000,00 

 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah lainnya  

  1) Semula : Rp.   143.168.255.768,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp           147.945.232,00  

  Jumlah dana bagi 

hasil pajak dari 

Provinsi dan 

Pemerintah Daerah 

lainnya setelah 

Perubahan 

: Rp.   143.316.201.000,00 

 c.  Dana penyesuaian dan otonomi khusus 

  1) Semula : Rp.   246.285.582.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp        1.909.649.000,00  

  Jumlah dana 

penyesuaian dan 

otonomi khusus 

setelah Perubahan 

: Rp.   248.195.231.000,00 
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 d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

  1) Semula : Rp.                          0,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      43.864.390.000,00  

 

 

 

 Jumlah bantuan 

dariprovinsi atau 

dari pemerintah 

daerah lainnya 

setelah Perubahan 

: Rp      43.864.390.000,00 

 e. Dana insentif daerah 

  1) Semula : Rp.     25.000.000.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                           0,00  

  Jumlah dana 

insentif daerah 

setelah Perubahan 

: Rp.    25.000.000.000,00 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3 

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 1 huruf b terdiri dari : 

 a. Belanja tidak langsung 

  1) Semula : Rp.1.358.689.832.819,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp       3.632.097.310,00  

  Jumlah belanja 

tidak langsung 

setelah Perubahan 

: Rp.1.362.321.930.129,00 

 b. Belanja langsung   

  1) Semula  Rp.1.025.115.397.264,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

 Rp   146.062.878.972,00 

  Jumlah belanja 

langsung setelah 

Perubahan 

 

 Rp.1.171.178.276.236,00 
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(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja pegawai   

  1) Semula : Rp.  921.225.193.037,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp   (10.716.547.803,00) 

  Jumlah belanja 

pegawai setelah 

Perubahan 

: Rp. 910.508.645.234,00 

 b. Belanja bunga   

  1) Semula : Rp.    13.489.584.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp     (1.600.000.000,00) 

  Jumlah belanja 

bunga setelah 

Perubahan 

: Rp.    11.889.584.000,00 

 c. Belanja subsidi   

  1) Semula : Rp.         500.000.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                         0,00 

  Jumlah belanja 

bunga setelah 

Perubahan 

: Rp.        500.000.000,00 

 d. Belanja hibah   

  1) Semula : Rp.    36.335.010.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      2.635.000.000,00 

  Jumlah belanja 

hibah setelah 

Perubahan 

: Rp.   38.970.010.000,00 

 e. Belanja bantuan sosial 

  1) Semula : Rp.    10.881.750.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      9.733.130.000,00 

  Jumlah belanja 

bantuan sosial 

setelah Perubahan 

: Rp.   20.614.880.000,00 
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 f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota dan Pemerintah Desa 

  1) Semula : Rp.      7.024.641.514,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp         889.465.388,00 

  Jumlah belanja bagi 

hasil kepada 

Provinsi/ Kab/ Kota 

dan Pemerintah 

Desa setelah 

Perubahan 

: Rp.     7.914.106.902,00 

 g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ 

Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa 

  1) Semula : Rp.  364.753.224.274,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      3.571.479.719,00 

  Jumlah belanja 

bantuan keuangan 

kepada Provinsi/ 

Kab/ Kota dan 

pemerintah Desa 

setelah Perubahan 

: Rp.  368.324.703.993,00 

 h. Belanja tidak terduga 

  1) Semula : Rp.      4.480.429.994,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp       (880.429.994,00) 

  Jumlah belanja 

tidak terduga 

setelah Perubahan 

: Rp.     3.600.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada    

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 

 a. Belanja Pegawai sejumlah 

  1) Semula : Rp.    87.974.705.830,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      5.522.597.645,00 

  Jumlah belanja 

pegawai setelah 

Perubahan 

: Rp.   93.497.303.475,00 
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 b. Belanja barang dan jasa sejumlah 

  1) Semula : Rp. 560.874.007.660,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp    51.291.325.907,00 

  Jumlah belanja 

barang dan jasa 

setelah Perubahan 

: Rp. 612.165.333.567,00 

 c. Belanja modal sejumlah 

  1) Semula : Rp.  376.266.683.774,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp    89.248.955.420,00 

  Jumlah belanja 

modal modal 

setelah Perubahan 

: Rp. 465.515.639.194,00 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf (c) terdiri dari : 

 a. Penerimaan pembiayaan daerah 

  1) Semula : Rp.    52.645.889.582,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp      84.555.610.804,00 

  Jumlah penerimaan 

pembiayaan setelah 

Perubahan 

: Rp.  137.201.500.386,00 

 b. Pengeluaran pembiayaan daerah 

  1) Semula : Rp.    66.510.000.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp.                         0,00 

  Jumlah 

pengeluaran 

pembiayaan setelah 

Perubahan 

: Rp.    66.510.000.000,00 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
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 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA) 

  1) Semula : Rp.    50.939.227.582,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp     84.555.610.804,00 

  Jumlah SiLPA 

tahun anggaran 

sebelumnya setelah 

Perubahan 

: Rp.  135.494.838.386,00 

 b. Penerimaan piutang daerah 

  1) Semula : Rp.      1.706.662.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                         0,00 

  Jumlah penerimaan 

piutang daerah 

setelah Perubahan 

: Rp      1.706.662.000,00 

3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

 a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

  1) Semula : Rp.    15.200.000.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                          0,00                  

  Jumlah penyertaan 

modal (investasi) 

pemerintah daerah 

setelah Perubahan 

: Rp.    15.200.000.000,00 

 b. Pembayaran pokok utang 

  1) Semula : Rp.    50.000.000.000,00                    

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                          0,00 

     

  Jumlah 

pembayaran pokok 

utang setelah 

Perubahan 

 

 

: Rp.    50.000.000.000,00                         
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 c. Pemberian pinjaman daerah  

  1) Semula : Rp.      1.310.000.000,00 

  2) Bertambah/ 

(berkurang) 

: Rp                         0,00 

 

 

  Jumlah pemberian 

pinjaman daerah 

setelah Perubahan 

: Rp.       1.310.000.000,00 

 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan. 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal  25 September 2018 

BUPATI GROBOGAN 

Cap TTD 

SRI SUMARNI 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal  25 September 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN 

Cap TTD 

MOHAMAD SUMARSONO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 11 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH :  (11/2018) 

 


